BUPATI TABALONG
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 100.3.3.2/ Zo< /KUM/2026

TENTANG

PERPANJANGAN ATAS PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN AKSES
JALAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR BONGKANG DI DESA BONGKANG

Menimbang

Mengingat

KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka pengadaan tanah untuk
pembangunan akses jalan Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) Bongkang di Desa Bongkang Kecamatan Haruai
Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/432/2023
tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Akses
Jalan Tempat Pembuangan Akhir Bongkang di Desa
Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong
dengan jangka waktu penetapan lokasi selama 3 (tiga)
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2026;

bahwa sehubungan belum terselesaikannya pengadaan
tanah wuntuk pembangunan akses jalan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Bongkang di Desa Bongkang
Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, maka sesuai
ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum juncto Pasal 46 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum, penetapan lokasi pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang
belum selesai dapat diperpanjang 1 (satu) tahun;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Untuk
Pembangunan Akses Jalan Tempat Pembuangan Akhir
Bongkang di Desa Bongkang Kecamatan Haruai
Kabupaten Tabalong dengan Keuputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran
negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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1980), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19635 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat I Tapin dan Daerah Tingkat {l Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IT di
Kalimantan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada
Diatasnya {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2324);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47235) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5280), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856j;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);



10.

11.

12.

13.

14,

15.

3

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4385),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6630},

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6631}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomeor 19
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-
2042 {Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02},
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun

2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 3);

17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah
Pembangunan Untuk Akses Jalan Tempat Pembuangan Akhir
Bongkang seluas 1.050 (seribu lima puluh) m? di Desa
Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dengan
detail peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
sejak Penetapan Lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya
berakhir.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
akan dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah yang
memerlukan tanah sebagaimana tercantum dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 /y’rrif 202C,

BUPATI Tf%
(@ MUHAMMAD NOOR RIFANI 'T

SALINAN disampaikan Kepada Yth. :

Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru

Kepala Dinar PUPR Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional di Banjarbaru.

Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung

Kepala Bapperida Kabupaten Tabalong di Tanjung

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di Tanjung
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong di Tanjung
Camat Haruai di Haruai
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ )% /KUM/2026
TANGGAL 2Z  Apt\~ 2

PETA PENETAPAN LOKASI UNTUK
AKSES JALAN LANJUTAN
PEMBANGUNAN TPA BONGKANG

N
1 :1.500
0 25 50 100
EM

Legenda
- Jalan

[ | Bidang Tanah

Peta Bidang TPA Bongkang

Sertifikat Hak Milik

Lokasi Lahan
Desa/Kel : Bongkang
Kecamatan : Haruai

Kabupaten  : Tabalong

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI t

TANALONG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
2026




